BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada Deputi
Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan. Bendahara pada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara telah melakukan revolving UP (GUP) secara
rutin satu bulan sekali dengan minimal revolving UP sebesar 50% dari nilai UP.

Nilai pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada
Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara men-
galami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar 99%
pada tahun 2021, 96,39% pada tahun 2022 dan 94,14% pada tahun 2023. Penurunan
nilai tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan nilai dari aspek ketepatan
waktu dan aspek persentase GUP.

Nilai indikator pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan
memiliki persentase 10% dalam nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
Penurunan nilai indikator pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang
persediaan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdampak pada penurunan
nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai indicator kinerja pelaksanana
anggaran mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yaitu
97,99% pada tahun 2021, 95,34% pada tahun 2022 dan 94,42% pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis indikator pengelolaan uang
persediaan dan tambahan uang persediaan dalam pencapaian kinerja pelaksanaan
anggaran pada deputi bidang kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil
negara lembaga administrasi negara jakarta, terdapat beberapa hal yang dapat

disimpulkan.
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1.

Pada aspek ketepatan waktu nilai pengelolaan uang persediaan dan tambahan
uang persediaan pada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara di tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 93%. Nilai tersebut
belum mencapai target yang telah ditetapkan LAN sebesar 95%. Pada tahun
2023 terjadi penurunan nilai pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang
persediaan pada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara dari aspek ketepatan waktu menjadi sebsar 60%.
Penurunan tersebut disebabkan oleh penambahan nilai besaran UP pada tahun
2023 dari sebesar Rp. 150.000.000 menjadi Rp. 180.000.000. Penambahan
nilai UP tersebut menyebabkan Bendahara kesulitan dalam mengumpulkan
pertanggungjawaban sampai dengan 50% dari nilai UP setiap bulannya.

Pada aspek persentase GUP, terdapat penurunan nilai pengelolaan uang
persediaan dan tambahan uang persediaan pada Deputi Bidang Kebijakan
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mencapai target yang
telah ditetapkan LAN sebesar 95% yaitu sebesar 10% dari nilai 60% pada tahun
2021, 50% pada tahun 2022 menjadi 40% pada tahun 2023. Kondisi tersebut
disebabkan oleh masa pandemic covid pada tahun 2021 dan 2022, dimana
kegiatan pada unit kerja tidak bisa berjalan sesuai rencana, sehingga
mengakibatkan terhambatnya proses revolving UP pada unit kerja di
lingkungan Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN.
Sedangkan pada tahun 2023 disebabkan oleh bertambahnya nilai besaran UP
pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN dari sebesar
Rp. 150.000.000.-menjadi Rp. 180.000.000.-. . Penambahan nilai besaran UP
tersebut menyebabkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kesulitan dalam
mengumpulkan pertanggungjawaban sampai dengan 50% dari nilai UP setiap
bulannya.

Dari aspek persentase setoran TUP, penilaian pengelolaan uang persediaan dan
tambahan uang persediaan pada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara tidak dapat dilakukan karena tidak ada
pengajuan TUP oleh Bendahara pada tahun 2021 sampai 2023.
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Saran

Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan unit kerja pada Kedepu-
tian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN dalam hal pengajuan per-
tanggungjawaban sesuai dengan rencana dan tepat waktu.

Dalam meningkatkan nilai pengelolaan UP di lingkungan Kedeputian Ke-
bijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN perlu dilakukan pengurangan
nilai besaran UP. Hal ini dilakukan agar revolving UP dapat berjalan dengan
tepat waktu, memperpendek selisih hari revolving UP dari GUP sebelumnya
dan meningkatkan persentase GUP dalam sebulan.

Dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran perlu dilakukan monitor-
ing dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar target yang telah ditetapkan dapat

tercapai.
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PEDOMAN WAWANCARA DAN TRANSKRIP WAWANCARA

Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Fitri Handayani
Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja
Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Pertanyaan:

1.

Bagaimana upaya Pemegang Uang Muka Kerja dalam melakukan monitoring
pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?
Jawaban

Menyusun data rencana penarikan dan realisasi anggaran, sehingga bisa terlihat
kebutuhan anggaran dan realisasi per bulan.

Kendala apa yang dihadapi oleh Pemegang Uang Muka Kerja dalam
pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?
Jawaban

Pada saat kebutuhan anggaran kegiatan lebih besar daripada jumlah
ketersediaan UP yang ada.

Bagaimana upaya Pemegang Uang Muka Kerja dalam melakukan perbaikan
pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?
Jawaban

Menyusun rencana penarikan anggaran seakurat mungkin dengan melibatkan
tim di bidang-bidang substansi agar lebih tepat pada saat pelaksanaan kegiatan
dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Bagaimana peran Pemegang Uang Muka Kerja dalam pengelolaan uang
persediaan dan tambahan uang persediaan terkait pencapaian Kkinerja
pelaksanaan anggaran?

Jawaban

Melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan tertib sesuai dengan
target kinerja dan sesuai dengan aturan yang berlaku.



Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Ernesthine Thirza
Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja
Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Pertanyaan:
1. Bagaimana upaya Pemegang Uang Muka Kerja dalam melakukan monitoring
pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?
Jawaban

Dengan langsung mencatat setiap uang masuk dari UP dan TUP serta setiap
pengeluaran sehingga dapat dilakukan peninjauan pengeluaran, verifikasi
transaksi, dan pemantauan kegiatan yang menggunakan UP dan TUP.

2. Kendala apa yang dihadapi olen Pemegang Uang Muka Kerja dalam
pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban

Memperkirakan dengan tepat jumlah persediaan yang diperlukan untuk
memenuhi permintaan, terutama jika kegiatan terkait permintaan itu fluktuatif
atau sulit diprediksi dan ternyata saat pelaksanaan jauh melebihi jumlah yang
telah diajukan.

3. Bagaimana upaya Pemegang Uang Muka Kerja dalam melakukan perbaikan
pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?
Jawaban

Melakukan pengawasan dan monitoring yang cermat terhadap UP dan TUP
dengan melakukan pemantauan secara rutin terhadap pengeluaran dan
penggunaan dana tersebut, serta menggunakan rekening/storage yang terpisah
agar tidak tercampur dengan dana lain dan memudahkan monitoring
pengelolaan UP dan TUP serta untuk memastikan bahwa penggunaannya
sesuai demham kebutuhan.



4. Bagaimana peran Pemegang Uang Muka Kerja dalam pengelolaan uang
persediaan dan tambahan uang persediaan terkait pencapaian Kinerja
pelaksanaan anggaran?

Jawaban

Menentukan alokasi dana yang tepat untuk memastikan tersedianya dana yang
cukup untuk mendukung pelaksaaan kegiatan serta bertanggungjawab untuk
mengelola dana UP dan TUP sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
dan mengevaluasi kinerja pengelolaan UP dan TUP terkait dengan pencapaian
kinerja pelaksanaan anggaran .



Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Yulina Evi Susanti
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Pertanyaan:

1. Upaya apakah yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam
melakukan monitoring pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang
Persediaan (TUP)?

Jawaban

Dalam upaya memonitoring pengelolan UP dan TUP, saya membuat rekap
data pengajuan Uang Muka Kerja (UMK) yang diminta setiap unit kerja.
Kemudian data rekap tersebut akan saya bandingkan dengan rekap berkas
pertanggungjawaban yang diserahkan. Data rekap tersebut meliputi tanggal
pengajuan UMK, rencana kegiatan, akun belanja, jumlah nominal bruto dan
netto, serta tanggal penyaluran UMK kepada Pengelola UMK unit kerja.

Sehingga dari data rekap tersebut dapat dilihat pengelolaan dan penggunaan
UP/TUP di setiap unit kerja. BPP dapat memonitoring pengajuan UMK dengan
pagu anggaran yang ada sebelum menyaluran UP/TUP, hal ini untuk
memastikan bahwa pagu anggaran cukup dan dapat dialokasikan untuk
dilakukan kegiatan.

Selain itu, rekap data tersebut dapat digunakan untuk melihat kesesuaian
pengajuan UMK dengan berkas pertanggungjawaban yang diserahkan, baik
monitoring terkait kesesuaian jumlah uang dengan pengajuan maupun
kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bagaimana upaya Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menghadapi
keterlambatan pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang
Persediaan (TUP)?

Jawaban

Apabila terdapat keterlambatan pengelolaan UP maupun TUP di unit kerja,
saya akan melakukan reminder kepada PUMK unit, dan menanyakan apakah
ada kendala dalam proses pengelolaan UP/TUP yang mengakibatkan
keterlambatan pertanggungjawaban. Selanjutnya, melakukan koordinasi dan
penetapan kembali maksimal waktu penyerahan pertanggungjawaban ke
keuangan.



3. Bagaimana upaya Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan
perbaikan pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan
(TUP)?

Jawaban

Dalam upaya perbaikan pengelolaan UP/TUP, saya berusaha mendorong
unit kerja untuk terus memperhatikan target penyerapan anggaran yang telah
ditentukan oleh Kementerian Keuangan setiap triwulannya. Melakukan
monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran setiap triwulannya. Serta
melakukan perhitungan anggaran yang perlu dicairkan oleh unit kerja agar
mencapai target di triwulan selanjutnya.

Selain itu, melakukan permintaan rincian kebutuhan anggaran setiap unit
kerja untuk bulan berikutnya, sehingga saya dapat mempersiapkan kebutuhan
uang di deputi tersebut. Permintaan rincian kebutuhan anggaran ini juga
digunakan untuk memonitoring kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja,
memastikan bahwa unit kerja mempunyai perencanaan untuk melaksanakan
kegiatan dan perencanaan penyerapan anggaran di bulan berikutnya.

4. Bagaimana peran Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pengelolaan uang
persediaan dan tambahan uang persediaan terkait pencapaian Kinerja
pelaksanaan anggaran?

Jawaban

Peran BPP dalam pengelolaan UP dan TUP terkait dengan pencapaian
kinerja pelaksanaan anggaran adalah ketepatan waktu BPP dalam melakukan
GUP UP/TUP, selain itu akurasi persentase GUP setiap bulannya setiap BPP
juga perlu diperhatikan. Untuk pemaksimalan nilai indikator pengelolaan UP
dan TUP pada IKPA, BPP perlu memperhitungan persentase besaran GUP
yang disebulankan dengan rentang waktu SP2D GUP dan GUP sebelumnya.
Sehingga peran BPP dalam pengelolaan UP dan TUP ini adalah
memperhitungkan strategi waktu pelaksanaan GU dengan persentase besaran
UP yang mencukupi untuk nilai persentase GUP disebulankan 100%.



Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Perwita Sari
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Pertanyaan:

1. Upaya apakah yang dilakukan PPK dalam melakukan monitoring pengelolaan
Uang Persediaan (UP) dan Tambahan uang persediaan (TUP)
Jawaban

Di lingkup Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi pada tahun
2023 tidak ada Tambahan uang persediaan (TUP). Monitoring pengelolaan UP
dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
triwulanan. Pada kegiatan tersebut ditampilkan data UP yang dikelola oleh
masing-masing PPK. Data yang disajikan adalah data pengelolaan UP atas
triwulan yang telah berjalan.

2. Bagaimana PPK mengendalikan Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan
Uang Persediaan (TUP) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab nya?
Jawaban

Pada pertengahan bulan PPK mengingatkan unit yang dikelola untuk segera
melakukan pengembalian pertanggungjawaban atas UMK yang telah diajukan.
Pertanggungjawaban tersebut sebagai bahan untuk dilakukannya penggantian
UP (GUP) agar penggantian UP (GUP) dalam sebulan dapat terpenuhi.

3. Apa harapan PPK terkait pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran dilihat dari
pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tamabahan Uang Persediaan (TUP)
Jawaban

Harapan nilai pengelolaan UP dan TUP di Tahun 2024 dapat lebih ditingkatkan
bisa diatas 95. Sehingga nilai IKPA LAN secara keseluruhan dapat lebih baik
dan bisa menerima penghargaan untuk pengelolaan kinerja anggaran.



Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Tri Nugrahani Novita Sari
Jabatan : Auditor Ahli Muda
Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Petanyaan:

1. Pembinaan apa saja yang telah dan akan di lakukan dalam proses Pengelolaan
Uang Persediaan (UP ) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Jawaban

a. Menghimbau unit kerja untuk merencanakan kegiatan dengan matang,
terutama kegiatan yang berimplikasi pada penggunaan anggaran. Jika
kegiatan yang telah direncanakan tersebut tidak tercapai maka unit kerja
perlu menerapkan prinsip mitigasi risiko yang telah dibuat agar tidak
mengganggu siklus uang persediaan dan tambahan uang persediaan.

b. Pengelolaan UP dan TUP berisiko tinggi dan berkaitan erat dengan
perencanaan kegiatan. Inspektorat akan konsisten untuk menginternalisasi
mengenai manajemen risiko. Unit kerja diharapkan melakukan identifikasi
risiko sampai pada sasaran teknis, seperti misal risiko perencanaan
kegiatan tidak sesuai, risiko penarikan anggaran tidak sesuai rencana.

2. Kendala apa saja yang ditemui dalam pengendalian pengelolaan Uang
Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada unit kerja di
lingkungan Kedeputian Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN?
Jawaban
a. Kondisi di lapangan yang dinamis dan banyak perubahan yang

berimplikasi pada inkonsistensi penarikan anggaran yang muaranya
mengganggu siklus UP dan TUP.

b. Belum taatnya pengelola keuangan mengembalikan pertanggungjawaban

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



3. Bagaimana peran inspektorat memastikan pengelolaan Uang Persediaan (UP)
dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ini telah dilakukan dengan benar,
handal dan sesuai ketentuan yang berlaku?

Jawaban:

a. Memastikan bahwa unit kerja melaksanakan SPIP (Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah). Unit kerja harus dikawal untuk memiliki mekanisme
pengendalian intern yang diterapkan pada unit kerjanya. Pengendalian
intern ini berguna untuk memastikan unit kerja memiliki pengendalian
dalam pengelolaan keuangan, termasuk didalamnya pengelolaan UP dan
TUP.

b. Inspektorat senantiasa mendorong unit kerja menerapkan manajemen
risiko, mengingat permasalahan keuangan memiliki risiko yang besar dan

dapat mempengaruhi Kinerja instansi.



